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PENERAPAN KEBIJAKAN DISKRESI DALAM 
KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
Ervien Rizky Aditya1

Abstract
Government in carrying out its duties is equipped with the authority of both the 
attributive and the delegative. With the development of society, there are often 
certain urgent circumstances, in which Government Officials/Administration 
Bodies can not use their authority which is bound to take legal action. In realizing 
the goal as a state with the concept of welfare general (welfare state) then the 
government must play an active role in interfacing the field of social economic 
life of the community. The government delegated responsibility bestuurszorg 
or public service. With this discretionary authority it means that some of the 
powers held by the legislature are transferred into the administration of the state 
as the executive body. Because the state administration has solved the problem 
by not waiting for the amendment of the Law from the legislative field, so the 
government should not refuse to provide services to the public on the grounds 
that there is no or no clear rule of law as long as it is still the authority of the 
government. But the power of government as a discretionary policy maker is 
always faced with a problem connected with corruption.

Keywords: State Administration, Discretion, Corruption.
Abstrak

Pemer�ntah dalam menjalankan tugasnya d�lengkap� dengan kewenangan-
kewenangan ba�k yang bers�fat atr�but�f maupun yang bers�fat delegat�f. 
Dengan adanya perkembangan masyarakat maka ser�ngkal� terdapat keadaan-
keadaan tertentu yang s�fatnya mendesak, d�mana Pejabat/Badan Adm�n�stras� 
pemer�ntahan t�dak dapat menggunakan kewenangannya yang bers�fat ter�kat 
dalam melakukan t�ndakan hukum. Dalam mewujudkan tujuan sebaga� negara 
dengan konsep kesejahteraan umum maka pemer�ntah harus berperan akt�f 
mencampur� b�dang keh�dupan sos�al ekonom� masyarakat. Maka pemer�ntah 
d�l�mpahkan tanggung jawab sebaga� pelayan publ�k atau public service. Dengan 
adanya kewenangan d�skres� �n� berart� bahwa sebag�an kekuasaan yang d�pegang 
oleh badan pembentuk Undang-Undang d�p�ndahkan ke dalam adm�n�stras� 
negara sebaga� badan eksekut�f. Karena adm�n�stras� negara melakukan 
penyelesa�an masalah dengan t�dak menunggu perubahan Undang-Undang 
dar� b�dang leg�slat�f, seh�ngga pemer�ntah t�dak boleh menolak member�kan 
pelayanan kepada masyarakat dengan alasan t�dak ada atau t�dak jelasnya 
aturan hukum sepanjang mas�h menjad� kewenangan dar� pemer�ntah. Namun 
kekuasaan pemer�ntah sebaga� pembuat keb�jakan d�skres� selalu berhadapan 
dengan adanya suatu permasalahan yang d�hubungkan dengan t�ndak p�dana 
korups�.
Kata kunc�: Administrasi Negara, Diskresi, Korupsi.

1         M�df�eld legal d�v�s�on, Melbourne. Ema�l dua8778@yahoo.com.
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I. PENDAHULUAN
Kekuasaan merupakan sumber 

kewenangan dan konfl�k merupakan 
konsekuens� yang d�t�mbulkan dar� 
pelaksanaan kewenangan yang t�dak 
jelas, seh�ngga kekuasaan, kewenangan 
dan konfl�k merupakan hal yang sukar 
untuk d�p�sahkan satu sama la�n terleb�h 
b�la berb�cara mengena� keh�dupan 
bernegara. Konfl�k merupakan 
konsekuens� dar� tuntutan struktur 
b�rokrat�s terhadap adanya otor�tas 
kewenangan untuk menjalankan 
fungs�-fungs� pemer�ntahan dalam 
jumlah yang banyak dan t�dak 
menutup kemungk�nan men�mbulkan 
overlapping seh�ngga ket�dakjelasan 
antara lembaga pemer�ntah yang 
berasal dar� atr�bus� yang d�gar�skan 
melalu� pembag�an kekuasaan negara 
oleh konst�tus�, delegas�, dan mandat  
adalah kewenangan yang berasal dar� 
pel�mpahan.

Konfl�k antar penyelenggara 
adm�n�stras� negara yang t�dak dapat 
d�selesa�kan melalu� s�nkron�sas� 
d� t�ngkat �nstans� atasan maka 
penyelesa�an secara hukum harus 
d�tempuh melalu� lembaga perad�lan.

B�rokras� sebenarnya merupakan 
�nstrumen kekuasaan yang d�desa�n 
oleh pemer�ntah untuk menjalankan 
keputusan-keputusan pol�t�knya dalam 
art� form�l, namun dalam prakt�knya 
b�rokras� telah menjad� kekuatan 
pol�t�k yang berpotens�al merobohkan 
kekuasaan. Oleh karena �tu s�stem 
dan prosedur penyelenggaraan negara 
dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemer�ntahan negara dan pembangunan 
harus d�atur oleh produk hukum2.

D�skres� merupakan keputusan 
dan/atau t�ndakan yang d�tetapkan 
dan/atau d�lakukan oleh pejabat 
pemer�ntahan untuk mengatas� 
persoalan konkret yang d�hadap� 
dalam penyelenggaraan pemer�ntahan 
dalam hal peraturan Perundang-
Undangan yang member�kan p�l�han, 
t�dak mengatur, t�dak lengkap atau 
t�dak jelas, dan/atau adanya stagnas� 
pemer�ntahan. Namun, penggunaannya 
harus oleh pejabat yang berwenang 
dan sesua� dengan tujuannya.3

Asas-asas umum pemer�ntahan 
yang ba�k dalam prakteknya secara 
yur�d�s meng�kat penyelenggara 
negara untuk d�laksanakan dalam 
tugas dan fungs�nya. Set�ap badan 
atau pejabat pemer�ntahan dalam 
menjalankan tanggung jawabnya 
waj�b melaksanakan asas-asas umum 
pemer�ntahan yang ba�k yang bertujuan 
adanya penyalahgunaan wewenang 
dan larangan bert�ndak sewenang-
wenang. 

Badan atau pejabat pemer�ntah 
yang menggunakan d�skres� 
waj�b mempertanggungjawabkan 
keputusannya  kepada  pejabat  atasannya 
dan masyarakat yang d�rug�kan ak�bat 
keputusan d�skres� yang telah d�amb�l. 

2 Fre�es Ermessen, http://malut-post.com/ber�ta/
�ndex.php?opt�on=com_content&task=v�ew&
�d=163&Item�d=38, d�akses pada 1 November 
2017.

3 D�skres�,http://www.hukumon-l�ne.com/
kl�n�k/deta�l/lt54b538f5f35f5/art�--tujuan--
l�ngkup--dan--contoh--d�skres�, d�akses pada 
23 November 2017.
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Pertanggungjawaban kepada atasan 
d�laksanakan dalam bentuk tertul�s 
dengan member�kan alasan-alasan 
pengamb�lan keputusan d�skres�.

Secara umum �st�lah korups� 
mengacu kepada berbaga� t�ndakan 
gelap dan t�dak sah (illicit or illegal 
activities) untuk mendapatkan 
keuntungan pr�bad� atau kelompok. 
Tetap� dalam perkembangannya 
pengert�an korups� terdapat penekanan 
bahwa korups� adalah penyalahgunaan 
kekuasaan atau kedudukan publ�k 
untuk keuntungan pr�bad�. Dalam 
kerangka �n� maka korups� adalah 
lembaga ekstra legal yang d�gunakan 
�nd�v�du atau kelompok untuk 
mendapat pengaruh terhadap keb�jakan 
dan t�ndakan b�rokras�4.

Salah satu contoh kasus 
mengena� D�skres� adalah Menyangkut 
kasus korups� yang mel�batkan 
Kepala Daerah d� Indones�a, terdapat 
sebanyak 30 (t�ga puluh) kasus korups� 
yang d�tangan� oleh KPK sejak tahun 
2004-2010. D�l�hat dar� substans� nya, 
terdapat set�daknya 4 (empat) lokus 
korups� pada semua kasus tersebut, 
ya�tu: (1) pengadaan barang dan jasa 
yang melanggar ketentuan atau aturan, 
(2) penyalahgunaan APBD untuk 
keperluan pr�bad� dan d�luar jabatan, 
(3) pember�an atau penerb�tan �z�n 
yang t�dak sesua� dengan kewenangan 
atau prosedur serta (4) pember�an atau 
pener�maan suap5. Rendahnya t�ngkat 
4 Munawar Fuad Noeh, 2005, Kiai Di Republik 

Maling, Republ�ka, Jakarta, hlm.1
5 Teguh Kurn�awan, Desertas�, Isu D�skres� 

Dalam Kasus Korups� Kepala Daerah Yang 
D�tangan� Oleh Kom�s� Pemeberantasan Ko-

penyerapan anggaran oleh Pemer�ntah 
Daerah d�sebabkan oleh sejumlah hal, 
salah satunya yang d�anggap pent�ng 
adalah sebaga� ak�bat dar� kendala 
hukum yang d�hadap� oleh para 
Kepala Daerah seh�ngga menyebabkan 
ketakutan dalam penggunaan 
anggaran daerah. Ketakutan dar� para 
Kepala Daerah akan kr�m�nal�sas� 
tentu saja sangat beralasan dengan 
mel�hat sejumlah permasalahan 
hukum yang d�hadap� oleh sejumlah 
Kepala Daerah d� Indones�a, m�salnya 
sebaga�mana d�nyatakan oleh p�hak 
Kementer�an Dalam Neger� dalam 
D�skus� Pencegahan Korups� yang 
d�adakan oleh Dewan P�mp�nan Pusat 
(DPP) Parta� Demokrat pada 12 Jul� 
2012, bahwa sejak 2004 h�ngga 2012 
terdapat 213 (dua ratus t�ga belas) 
Kepala Daerah yang tersangkut 
perkara korups� ba�k sebaga� saks�, 
tersangka, terdakwa, maupun 
terp�dana (Kompas, 2012). Hal la�nnya 
yang sangat mempr�hat�nkan adalah 
kenyataan bahwa sejumlah mantan 
Kepala Daerah yang d�anggap �novator 

rups� Pada Per�ode 2004-2010 dab Telah Me-
m�l�k� Kekuatan Hukum Tetap,  Un�vers�tas 
Indones�a, Jakarta, ava�lable at: https://www.
researchgate.net/prof�le/Teguh_Kurn�awan/
publ�cat�on/317845377_Isu_D�reks�_dalam_
Kasus_Korups�_Kepala_Daerah_yang_D�-
tangan�_oleh_Kom�s�_Pemberantasan_Ko-
rups�_ pada_Per�ode_2004_2010_dan_Telah_ 
Mem�l�k�_ Kekuatan_ Hukum_Tetap_or_
�n_Engl�sh_Issues_on_D�scret�on_�n_Cor/
l�nks/594e31e945851543382e9bfd/Isu-D�s-
kres�-dalam-Kasus-Korups�-Kepala-Daerah-
yang-D�tangan�-oleh-Kom�s�-Pemberantasan-

 Korups�-pada-Per�ode-2004-2010-dan-Telah-
 Mem�l�k�-Kekuatan-Hukum-Tetap-or-�n-Eng-

l�sh-Issues-on-D�scret�on-�n-Cor.pdf.
 d�akses pada 1 November 2017.



407

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 404 - 416

dan berhas�l membangun daerahnya 
pun pada akh�rnya tersandung kasus 
korups� dan telah d�nyatakan bersalah 
oleh Pengad�lan, sepert� yang d�alam� 
oleh I Gede W�nasa (Mantan Bupat� 
Jembrana) dan Untung W�yono 
(Mantan Bupat� Sragen) 6.

Berbaga� kasus korups� 
tersebut, d� asums�kan mem�l�k� 
sejumlah keterka�tan dengan d�skres�. 
Pelanggaran berbaga� ketentuan 
dalam pengadaan barang dan jasa 
maupun penyalahgunaan APBD serta 
pember�an atau penerb�tan �z�n dalam 
berbaga� kasus tersebut menurut penel�t� 
mem�l�k� kemungk�nan keterka�tan 
dengan d�skres�. Keterka�tan �n� 
sangat d�mungk�nkan karena 
berbaga� kasus tersebut mel�batkan 
penggunaan kewenangan dar� para 
Kepala Daerah. Sementara �tu, untuk 
kasus penyuapan, terdapat kasus suap 
yang d�lakukan untuk mempengaruh� 
proses pembuatan keb�jakan oleh 
Kepala Daerah seh�ngga sangat 
mungk�n juga terka�t dengan d�skres�, 
karena mel�batkan pula penggunaan 
kewenangan dar� Kepala Daerah yang 
terl�bat.

Mengacu ura�an pada latar 
belakang masalah tersebut, maka dapat 
d� �dent�f�kas�kan pokok permasalahan 
yang akan d�tel�t� leb�h lanjut pertama 
Apakah yang menjad� dasar pem�k�ran 
hukum adanya d�skres� dalam rangka 
6 Anon�m, http://bal�.b�sn�s.com/read/20140324 

/9/43889/ma-vonmantan-bupat�-jembrana-
w�nasa-, http://m.tempo.co/read/news/2012
/11/08/063440456/Mantan-Bupat�-Sragen-
Segera-D�jebloskan-ke-Penjara, d�akses pada 
26 November 2017. 

mewujudkan Pemer�ntahan yang ba�k 
(good governance) ?, kedua Apakah 
�mpl�kas� hukum penggunaan d�skres� 
dalam ka�tannya dengan t�ndak p�dana 
korups� ?

Or�s�nal�tas dalam penel�t�an 
�n� yang terdapat dar� penel�t�an-
penel�t�an sebelumnya sebaga� ber�kut: 
pertama dar� jurnal mag�ster hukum 
udayana yang berjudul kewenangan 
pemer�ntah dalam pembentukan 
peraturan keb�jakan yang d�tul�s oleh 
N� Luh Gede Astar�yan�, leb�h pada 
mengura�kan hukum tata pengaturan 
dalam negara hukum kesejahteraan 
(welfare state) 7. 

Kedua dar� jurnal mag�ster 
hukum udayana berjudul legal standing 
kom�s� pemberantasan t�ndak p�dana 
korups� dalam sengketa kewenangan 
lembaga negara d�mahkamah konst�tus� 
yang d�tul�s oleh I Gust� Ayu Ev�an� 
Yul�antar� , leb�h menggambarkan 
kejelasan mengena� status kelembagaan 
kom�s� pemberantasan t�ndak p�dana 
korups� dalam s�stem ketatanegaraan 
Indones�a8. 

7 N� Luh Gede Astar�yan�, Kewenangan 
Pemer�ntah Dalam Pembentukan Peraturan 
Keb�jakan,. Jurnal Mag�ster Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), vol.4 no.4 
tahun 2015.https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/
jmhu/art�cle/v�ew/18746/12225, d�akses pada 
23 November 2017.

8 I Gustu Ayu Wv�an� Yul�antar�, Legal 
Stand�ng Kom�s� Pemberantasan T�ndak 
P�dana Korups� Dalam Sengketa Kewenangan 
Lembaga Negara D� Mahkamah Konst�tus�,  
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), vol.4 no.2 tahun 
2015,https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/
art�cle/v�ew/17525/11475,  d�akses pada 23 
November 2017.
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Ket�ga jurnal mag�ster hukum 
udayana berjudul pengawasan 
terhadap penyalahgunaan wewenang 
pol�s� republ�k Indones�a mengadakan 
t�ndakan la�n menurut hukum yang 
bertanggung jawab (d�skres�) yang 
d�tul�s oleh Made Suteja, memaparkan 
mengena� makna d�skres� dalam 
menunjang tugas dan wewenang 
kepol�s�an republ�k Indones�a9. 

Dar� ket�ga jurnal tersebut 
belum satupun yang menunjukkan 
secara umum penerapan dan ak�bat 
suatu keb�jakan d�skres� oleh pejabat 
negara d�ka�tkan dengan t�ndak p�dana 
korups�.

Tujuan dar� penel�t�an �n� 
adalah untuk mengetahu� sejauh 
mana pelaksanaan d�skres� t�dak 
d�kategor�kan sebaga� suatu t�ndakan 
yang salah dan berka�tan dengan 
t�ndak p�dana korups� seh�ngga suatu 
keb�jakan yang d�amb�l oleh pejabat 
negara d�laksanakan dengan t�dak 
men�mbulkan masalah hukum d� 
kemud�an har� yang berdampak adanya 
kerug�an d� masyarakat.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� d�rancang sebaga� 

penel�t�an hukum dengan metode 
yur�d�s normat�f ya�tu metode yang 
objek penel�t�annya berasal dar� 
9 Made Suteja, Pengawasan Terhadap 

Penyalahgunaan Wewenang Polr� 
Mengadakan T�ndakan La�n Menurut 
Hukum Yang Bertanggungjawab (D�skres�), 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana (Udayana 
Master Law journal), vol.2 no.2 tahun 2015, 
https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/
v�ew/7283/5526, d�akses pada 23 November 
2017.

norma, ka�dah, asas, dan pr�ns�p-
pr�ns�p yang terkandung dalam suatu 
peraturan Perundang-undangan, 
s�stemat�ka hukum harmon�sas� hukum 
dan perband�ngan hukum dar� suatu 
Perundang-undangan.

Bahan hukum yang d�pergunakan 
dalam penel�t�an �n� terd�r� dar� Bahan 
Hukum Pr�mer ya�tu data yang berupa 
bahan hukum dan berasal dar� aturan 
yang meng�kat sepert� peraturan 
Perundang-undangan, perjanj�an 
dan konvens� �nternas�onal. Sela�n 
�tu d�gunakan juga Bahan Hukum 
Sekunder  yang d�peroleh dar� berbaga� 
kepustakaan sepert� buku dan has�l 
penel�t�an.

III. HASIL DARI PEMBAHASAN
3.1 Pemikiran Hukum Adanya 

Diskresi  Dalam Rangka Good 
Governance
Salah satu aspek pent�ng yang 

terka�t dengan pr�ns�p akuntab�l�tas 
dalam reformas� b�rokras� Indones�a 
saat �n� adalah per�hal kewenangan 
d�skres�. Sebaga�mana d�ketahu� 
d�skres� atau yang laz�m d�kenal 
dengan bahasa Jerman sebaga� Freies 
Ermessen merupakan suatu bentuk 
peny�mpangan terhadap asas legal�tas 
dalam pengert�an pemer�ntahan yang 
berdasarkan peraturan-peraturan (wet 
matigheid van bestuur). D�skres� dapat 
d�katakan sebaga� bentuk wewenang 
Badan atau Pejabat Pemer�ntahan yang 
memungk�nkan untuk mengamb�l 
t�ndakan hukum atau t�ndakan faktual 
dalam l�ngkup adm�n�stras� tata kelola 
suatu pemer�ntahan.
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D�skres� d�perlukan sebaga� 
pelengkap asas legal�tas ya�tu asas 
hukum yang menyatakan bahwa 
set�ap t�ndakan adm�n�stras� negara 
harus berdasarkan ketentuan undang-
undang, akan tetap� t�dak mungk�n 
bag� undang-undang  untuk mengatur 
segala macam hal dalam praktek 
keh�dupan sehar�-har�. Oleh sebab �tu 
d�perlukan adanya kebebasan atau 
d�skres� pada Pejabat Publ�k dalam 
melaksanakan tugas dan kewaj�ban 
yang d�bebankan kepadanya10. 
Keleb�han dar� penggunaan d�skres� 
oleh Pejabat Pemer�ntah ya�tu keb�jakan 
Pemer�ntah yang bers�fat emergency 
terka�t h�dup orang banyak dapat segera 
d�berlakukan mesk�pun mas� debatable 
secara yur�d�s. Kerug�an yang b�asanya 
terjad� dalam pemberlakuan keb�jakan 
�n� adalah adanya kesewenangan 
Pejabat Pemer�ntah dan akt�v�tas 
perekonom�an masyarakat justru 
menjad� pas�f dan t�dak berkembang 
ak�bat sejumlah keb�jakan (policy) 
yang t�dak pro masyarakat dan terjad� 
kr�s�s kepercayaan publ�k terhadap 
penguasa dan menurunnya w�bawa 
pemer�ntah d�mata masyarakat sebaga� 
ak�bat keb�jakan yang d�n�la� t�dak 
s�mpat�k dan merug�kan masyarakat11.

Terdapat beberapa parameter 
dalam hal batasan tolerans� bag� 
Badan atau Pejabat Pemer�ntahan 
dalam menggunakan asas d�skres� 
ya�tu adanya kebebasan adm�n�stras� 

10 R�dwan, 2009, Hukum Administrasi Didaerah, 
Fh UUI, Jakarta, hlm. 23.

11 Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, 
Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 46

negara untuk bert�ndak atas �n�s�at�f 
send�r�, untuk menyelesa�kan 
persoalan yang mendesak yang 
belum ada aturannya untuk �tu dan 
t�dak boleh mengak�batkan kerug�an 
kepada masyarakat harus dapat 
d�pertanggungjawabkan secara hukum 
dan moral. B�la berb�cara mengena� 
pertanggungjawaban maka d�skres� 
akan terka�t dengan permasalahan 
subyek yang mem�l�k� kewenangan 
membuat d�skres�12.

Penerapan d�skres� dalam 
good governance merupakan suatu 
peranan pemer�ntah dengan meng�kut� 
ka�dah-ka�dah sesua� dengan pr�ns�p-
pr�ns�pnya, terdapat beberapa hal 
yang perlu d�laksanakan pemer�ntah 
guna ter arahnya pembangunan ya�tu 
pemer�ntah sebaga� Leading Sector 
dengan membuat keb�jakan-keb�jakan, 
pemer�ntah sebaga� sumber dana dalam 
hubungannya dengan pemb�ayaan-
pemb�ayaan d� ruang l�ngkup 
kesehatan yang sangat kompleks, 
serta sebaga� pelayan masyarakat 
d�mana pemer�ntah men�ngkatkan 
sumber daya aparaturnya guna dapat 
melaksanakan pelayanan pr�ma untuk 
seluruh masyarakat13.

Pem�sahan antara eksekut�f 
dengan leg�slat�f akan dapat 
men�ngkatkan pengawasan 
terhadap pemer�ntah daerah dalam 
penyelenggaraan pemer�ntah 

12 Ibid., hlm.87
13 Pemer�ntahan, http://chandrax.wordpress.

com/2007/02/05/peranan-pemer�ntah-dalam-
good-governance, d�akses pada 4 November 
2017. 
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daerah. Badan leg�slat�f d�harapkan 
leb�h mampu menampung dan 
menyuarakan asp�ras� masyarakat 
seh�ngga d�harapkan penyelenggaraan 
pemer�ntah daerah yang ba�k 
dapat terwujud. Oleh karena �tu 
penyelenggaraan pemer�ntah 
daerah yang ba�k d�selenggarakan 
sesua� dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku, pemer�ntah 
daerah yang d�selenggarakan semata-
mata memenuh� asp�ras� rakyat atau 
pemer�ntah dengan memperhat�kan 
asp�ras� rakyat sesua� dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku14.

Selanjutnya dalam penyusunan 
peraturan daerah yang menyangkut 
hajat h�dup orang banyak hendaknya 
masyarakat sebaga� stakeholders 
d�l�batkan secara propors�onal. Hal 
�n� d� samp�ng untuk mewujudkan 
transparans� juga akan sangat 
membantu pemer�ntah daerah dan 
Dewan Perwak�lan Rakyat Daerah 
dalam membuat peraturan daerah yang 
accountable dan dapat menampung 
asp�ras� masyarakat15.

3.2  Implikasi Penggunaan Diskresi 
Dihadapkan Dengan Pidana 
Korupsi Terhadap Pejabat 
Penyelenggara Pemerintah
Secara umum �st�lah korups� 

selama �n� mengacu kepada berbaga� 
14  I Gde Pantja Astawa, 2009, Problema Hukum 

Otonomi Daerah di Indonesia, Alumn�, 
Bandung, hlm. 87

15 Good governance, http://www.apl�kas�.or.�d/
modules.php/name=News&f�le=art�cle&s�d-
97,  d�akses pada 7 November 2017.  

t�ndakan gelap dan t�dak sah (illicit or 
illegal activities) untuk mendapatkan 
keuntungan pr�bad� atau kelompok. 
Tetap� dalam perkembangannya leb�h 
akh�r dar� beragam pengert�an korups� 
terdapat penekanan bahwa korups� 
adalah penyalahgunaan kekuasaan atau 
kedudukan publ�k untuk keuntungan 
pr�bad�.

Upaya seorang Pejabat untuk 
mengh�ndar� korups� dalam tugasnya 
sebaga� penyelenggara negara harus 
bersumpah sesua� dengan agamanya 
dan harus mengumumkan dan bersed�a 
d�per�ksa kekayaannya sebelum dan 
setelah menjabat., melaksanakan 
tugas tanpa membeda-bedakan suku, 
agama, ras, dan golongan. Seorang 
Pejabat  harus melaksanakan tugas 
dengan penuh tanggung jawab, t�dak 
melakukan perbuatan tercela, dan t�dak 
mengharapkan �mbalan dalam bentuk 
apapun yang bertentangan dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku16.

Penggelapan, kecurangan, atau 
pen�puan dan pemerasan termasuk 
dalam bentuk korups� yang b�asanya 
hanya mel�batkan �nd�v�du �tu send�r�, 
t�dak mel�batkan sesama pegawa� atau 
dengan kl�en. Bentuk la�n m�salnya 
meleb�hkan budget kantor, membel� 
peralatan kantor yang t�dak perlu atau 
memungut pajak untuk d�masukan ke 
kantong send�r�17.

16 Indr�yanto, 2007,  Korupsi Dan Kebijakan 
Aparatur Negara, D�ad�t Med�a, Jakarta, 
hlm.32.

17 Ibid.
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Korups� menyebabkan 
t�dak ef�s�ens�nya b�rokras� dan 
men�ngkatnya b�aya adm�n�stras� 
dalam b�rokras�. J�ka b�rokras� telah 
d�dukung oleh korups� dengan berbaga� 
bentuknya, maka pr�ns�p dasar b�rokras� 
yang ras�onal, ef�s�en, dan kual�f�kas� 
akan t�dak pernah terlaksana. 
Kual�tas layanan past� sangat jelek 
dan mengecewakan publ�k. Keadaan 
�n� dapat menyebabkan meluasnya 
keresahan sos�al, ket�daksetaraan 
sos�al, dan selanjutnya mungk�n 
kemarahan sos�al yang menyebabkan 
jatuhnya para b�rokrat18.

Keb�jakan yang melah�rkan 
korups� muncul ket�ka seorang pejabat 
publ�k yang telah d�percayakan 
untuk membuat keb�jakan terba�k 
bag� rakyat, ternyata menghas�lkan 
keb�jakan semu yang t�dak berdampak 
pos�t�f bag� masyarakat bahkan 
merug�kan keuangan negara. Hal �n� 
lah yang mula� perlu d�perhat�kan 
dengan saksama oleh masyarakat juga 
pemer�ntah yang �ng�n menjalankan 
good governance dengan benar. T�dak 
efekt�fnya keb�jakan yang d�keluarkan 
oleh seorang pejabat publ�k selama 
menjabat, j�ka d�hubungkan dengan 
unsur-unsur t�ndakan korups� memang 
bukan merupakan perbuatan melawan 
hukum. Namun b�sa d�past�kan bahwa 
hal tersebut merug�kan keuangan 
negara bahkan perekonom�an negara. 
Seorang pejabat publ�k yang d�lant�k 

18 Hukum Korups�, https;//nurkhol�s77.staff.
u��.ac.�d/korups�-dan-ak�batnyaanal�s�s-
perspekt�f-ekonom�-�slam. D�akses pada 3 
November 2017. 

dengan gaj� dan fas�l�tas terjam�n 
sudah seharusnya bekerja keras untuk 
kepent�ngan rakyat banyak., dan 
keb�jakan yang d�has�lkan harus b�sa 
berdampak ba�k untuk masyarakat.

Agar keb�jakan member�kan 
has�l opt�mal dalam mewujudkan 
keba�kan dan kesejahteraan umum, 
sumber daya publ�k haruslah d�kelola 
dengan pr�ns�p-pr�ns�p tata kelola 
yang ba�k (good governance) . 
Pr�ns�p-pr�ns�p tata kelola yang ba�k 
ya�tu ef�s�en, efekt�f, transparan, 
akuntabel, part�s�pat�f, berdasarkan 
hukum, berdasarkan konsensus, dan 
beror�entas� pada penegakan kead�lan. 
Berdasarkan pr�ns�p-pr�ns�p tersebut 
maka anggaran dan aset-aset publ�k 
t�dak boleh d�kuasa� untuk kepent�ngan 
pr�bad�, keluarga, kelompok, kolega 
dan golongan tertentu. Tetap� Pejabat 
publ�k yang d�p�l�h dan pegawa� 
neger� berhak mendapatkan �mbalan 
atas pekerjaannya sesua� dengan 
peranannya d� lembaga-lembaga 
publ�k dan b�rokras�19.

Dalam melakukan akt�v�tasnya, 
pemer�ntah melakukan dua macam 
t�ndakan, t�ndakan b�asa (feitelijke 
handelingen) dan t�ndakan hukum 
(rechts handelingen). T�ndakan hukum 
pemer�ntahan adalah t�ndakan yang 
d�lakukan oleh Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara dalam rangka 
melaksanakan urusan pemer�ntahan. 
T�ndakan pemer�ntah mem�l�k� 
beberapa unsur ya�tu sebaga� alat 
perlengkapan pemer�ntah (bestuurs 

19 Indr�yanto, op.cit, hlm.185
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ornagen), perbuatan �tu d�laksanakan 
dalam rangka menjalankan sebaga� 
fungs� pemer�ntahan, dan perbuatan 
tersebut d�maksudkan sebaga� sarana 
untuk men�mbulkan ak�bat hukum d� 
b�dang hukum adm�n�stras�20.

Sumber-sumber kewenangan 
yang d�m�l�k� oleh pemer�ntah 
bersumber pada atr�bus�, delegas�, dan 
mandat. Atr�bus� adalah pember�an 
kewenangan oleh pembuat Undang-
undang send�r� kepada suatu organ 
pemer�ntahan ba�k yang sudah ada 
maupun yang baru. Delegas� adalah 
penyerahan wewenang yang d�punya� 
oleh organ pemer�ntahan kepada 
organ yang la�n. Adapun  pengert�an 
dar� mandat �alah t�dak terjad� suatu 
pember�an wewenang baru maupun 
pel�mpahan wewenang dar� Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
satu dengan yang la�n, tanggungjawab 
kewenangan atas dasar mandat mas�h 
tetap pada pember� mandat dan t�dak 
beral�h kepada pener�ma mandat.

Secara spes�f�k fungs� Hukum 
Adm�n�stras� Negara d�kemukakan 
oleh Ph�l�pus M.Hadjon yakn� fungs� 
normat�f, fungs� �nstrumental, dan 
fungs� jam�nan. Fungs� normat�f 
menyangkut penormaan kekuasaan 
memer�ntah jelas berka�tan erat 
dengan fungs� �nstrumental yang 
menetapkan �nstrumen d�gunakan 
oleh pemer�ntah untuk menggunakan 
kekuasaan memer�ntah dan pada 
akh�rnya norma pemer�ntahan dan 
20 Djenal Huse�n Koesoemahatmadja, 1979, 

Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, 
Alumn�: Bandung, hlm.41.

�nstrumen pemer�ntahan dan �nstrumen 
pemer�ntahan yang d�gunakan harus 
menjam�n perl�ndungan hukum bag� 
rakyat21. Oleh karena �tu dengan 
adanya fungs� Hukum Adm�n�stras� 
Negara akan terc�pta pemer�ntahan 
yang bers�h. Pemer�ntah menjalankan 
akt�v�tas sesua� dengan ketentuan yang 
berlaku atau berdasarkan asas legal�tas, 
dan ket�ka menggunakan d�skres� 
pemer�ntah memperhat�kan asas-asas 
umum yang berlaku, seh�ngga dapat 
d�pertanggungjawabkan secara moral 
dan hukum.

Pember�an dan penggunaan 
kewenangan secara t�dak terkontrol oleh 
hukum dan pengawasan masyarakat 
dapat menjerumuskan para penguasa 
b�rokras� dan pejabat pemer�ntah 
kepada perbuatan yang sewenang-
wenang22. Hukum adm�n�stras� negara 
d�art�kan sebaga� perangkat hukum 
yang mengatur segala sesuatu yang 
berka�tan dengan adm�n�stras� negara. 
Sedangkan adm�n�stras� pemer�ntahan 
adalah tata laksana dalam mengamb�l 
t�ndakan hukum atau t�ndakan 
faktual oleh Badan atau Pejabat 
pemer�ntahan yang melaksanakan 
fungs� pemer�ntahan berdasarkan 
wewenang d�luar kekuasaan leg�slat�f 
dan yud�s�al yang d�peroleh melalu� 
atr�bus�, delegas�, dan mandat23.
21 Ph�l�pus M.Hadjon, 1993, Pengantar 

Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 
Un�vers�ty Press, Yogyakarta, hlm.25.

22 Sjahran Basah, 1985, Eksistensi Dan Tolak 
Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, 
Alumn�, Bandung, hlm.16.

23 Irawan Soedj�to, 1983, Pengawasan Terhadap 
Peraturan Daerah, B�na Aksara, Jakarta, 
hlm.54.
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Pada tanggal 16 Agustus 1999 
d�terb�tkan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 adalah untuk menambah 
ketentuan tentang pembal�kan  beban 
pembukt�an. D�rumuskan dua jen�s 
ketentuan tentang pembal�kan 
beban pembukt�an, yang pertama 
menyangkut pember�an dalam jumlah 
satu juta rup�ah harus d�laporkan, j�ka 
t�dak sanggup d�anggap suap sampa� 
dapat d�bukt�kan sebal�knya. Dalam 
perkembangannya Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah 
secara r�nc� menjelaskan mengena� 
def�n�s� korups� kedalam t�ga puluh 
jen�s t�ndak p�dana korups� dalam 
13 Pasal, yang mana ket�ga puluh 
jen�s t�ndak p�dana korups� tersebut 
pada dasarnya dapat d�kelompokkan  
menjad� tujuh kelompok besar, ya�tu 
: kerug�an keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, 
pemerasan, perbuatan curang, benturan 
kepent�ngan dalam pengadaan, 
grat�f�kas�24.

 Undang-Undang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Korups� Nomor 31 
Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan 
unsur yang dapat merug�kan negara 
atau perekonom�an negara. Perumusan 
�n� dapat d�art�kan sebaga� langsung 
atau t�dak langsung merug�kan 
keuangan negara atau perekonom�an 
negara, atau patut d�sangka olehnya 
bahwa perbuatan tersebut merug�kan 
keuangan negara atau perekonom�an 
negara. Dalam unsur tersebut terdapat 
24 KPK, 2006, Buku Saku Untuk Memaham� 

T�ndak P�dana Korups�, Jakarta.

unsur t�dak langsung yang t�dak d�kenal 
dalam hukum p�dana Indones�a adanya 
ak�bat dar� sebab yang t�dak langsung. 
Hal �n� meng�ngatkan kepada Teor� 
Von Bur� yang terkenal dengan 
nama aequivalentie (ek�valens�) atau 
condition sine qua non. Menurut Von 
Bur� semua faktor ya�tu semua syarat  
yang turut serta menyebabkan suatu 
ak�bat dan yang t�dak dapat weggedacht 
(d�h�langkan) dar� rangka�an  faktor 
yang bersangkutan harus d�anggap 
sebaga� sebab (causa) ak�bat �tu25.

IV. KESIMPULAN
Ada beberapa manfaat atau 

aspek keleb�han dalam penggunaan 
d�skres� oleh pejabat pemer�ntah 
ya�tu Keb�jakan pemer�ntah yang 
bers�fat emergency terka�t hajat 
h�dup orang dapat segera d�putuskan 
atau d�berlakukan oleh pemer�ntah 
mesk�pun debatable secara yur�d�s atau 
bahkan terjad� kekosongan hukum sama 
sekal�. Badan atau Pejabat pemer�ntah 
t�dak terjebak pada formal�sme 
hukum dengan asums� bahwa t�dak 
ada kekosongan hukum bag� set�ap 
keb�jakan publ�k (policy) sepanjang 
berka�tan dengan kepent�ngan umum 
atau masyarakat luas. S�fat roda 
pemer�ntahan menjad� semak�n 
fleks�bel, seh�ngga sektor pelayanan 
publ�k mak�n h�dup dan pembangunan 
bag� pen�ngkatan kesejahteraan 
rakyat menjad� t�dak stat�s al�as tetap 

25 And� Hamzah, 2007, Pemberantasan Korups� 
Melalu� Hukum P�dana Nas�onal dan 
Internas�onal, Raja Graf�ndo Persada, Jakarta, 
hlm.195.
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d�nam�s se�r�ng dengan d�nam�ka 
masyarakat dan perkembangan jaman. 
Namun beg�tu d� s�s� la�n kebebasan 
bert�ndak oleh aparatur pemer�ntahan 
yang berwenang sudah tentu juga 
men�mbulkan kompleks�tas masalah 
karena s�fatnya yang meny�mpang� 
asas legal�tas dalam art� yur�d�s 
(unsur exception). Memang harus 
d�aku� apab�la t�dak d�gunakan secara 
cermat dan hat�-hat� maka penerapan 
d�skres� �n� rawan menjad� konfl�k 
struktural yang berkepanjangan 
antara penguasa dengan masyarakat. 
Aparatur atau pejabat pemer�ntah 
bert�ndak sewenang-wenang karena 
terjad� amb�valens� keb�jakan yang 
t�dak dapat d�pertanggung jawabkan 
terhadap masyarakat. Sektor pelayanan 
publ�k menjad� terganggu atau malah 
mak�n buruk ak�bat keb�jakan yang 
t�dak populer dan nonresponsif d�amb�l 
oleh pejabat atau aparatur pemer�ntah 
yang berwenang. Sektor pembangunan 
justru menjad� terhambat ak�bat 
sejumlah keb�jakan (policy) pejabat 
atau aparatur pemer�ntah yang kontra 
produkt�f dengan ke�ng�nan    rakyat 
seh�ngga membebaskan korups� 
dalam hal �n�, akt�v�tas perekonom�an 
masyarakat justru menjad� pas�f dan 
t�dak berkembang ak�bat sejumlah 
keb�jakan (policy) yang t�dak pro 
masyarakat dan terakh�r adalah terjad� 
kr�s�s kepercayaan publ�k terhadap 
penguasa dan menurun� w�bawa 
pemer�ntah d� mata  masyarakat sebaga� 
ak�bat keb�jakan-keb�jakannya yang 
d�n�la� t�dak s�mpat�k dan merug�kan 
masyarakat.

D�antara asas-asas umum 
pemer�ntahan yang ba�k dan 
pal�ng mendasar adalah larangan 
penyalahgunaan wewenang dan 
larangan bert�ndak sewenang-wenang. 
Badan atau Pejabat pemer�ntahan 
yang menggunakan d�skres� 
waj�b mempertanggungjawabkan 
keputusannya kepada pejabat atasannya 
dan masyarakat yang d�rug�kan 
ak�bat keputusan d�skres� yang 
telah d�amb�l. Pertanggungjawaban 
kepada atasan d�laksanakan dalam 
bentuk tertul�s dengan member�kan 
alasan-alasan pengamb�lan keputusan 
d�skres�. Dengan dem�k�an d�skres� 
muncul karena adanya tujuan 
keh�dupan bernegara yang harus 
d�capa�, tujuan bernegara dar� 
paham negara welfare state adalah 
untuk menc�ptakan kesejahteraan 
rakyat. Negara Indones�a merupakan 
bentuk negara kesejahteraan modern 
yang tercerm�n dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
d�mana d� dalam paragraf keempat 
tergambarkan secara tegas tujuan 
bernegara yang hendak d�capa�. Untuk 
mencapa� tujuan bernegara tersebut 
maka pemer�ntah berkewaj�ban 
memperhat�kan dan memaks�malkan 
upaya keamanan sos�al dalam art� 
seluas-luasnya dan mengh�langkan 
korups� dalam pemuatan hal yang 
sekec�l-kec�lnya. Maka hal tersebut 
mengak�batkan pemer�ntah harus 
akt�f berperan mencampur� b�dang 
keh�dupan sos�al ekonom� masyarakat 
(public service) yang mengak�batkan 
adm�n�stras� negara t�dak boleh 
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menolak untuk mengamb�l keputusan 
ataupun bert�ndak dengan dal�h terjad� 
kekosongan hukum (rechtsvacuum). 
Dengan adanya keleluasaan bergerak 
yang d�ber�kan kepada adm�n�stras� 
negara ya�tu pemer�ntah yang 
merupakan suatu kebebasan bert�ndak 
(Pouvoir Discretionnaire/Freies 
Ermessen).
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